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PATRIA BAYU MURDI, S301502003, Penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur 
Dalam Penyelesaian Kasus Malpraktik Medik. Tesis : Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrim res ipsa loquitur 
dalam penyelesaian kasus malpraktik medik. Jenis penelitian dalam penulisan ini 
adalah doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-3yaitu 
Hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim in concreto dan tersistematis 
sebagai Judge Made Law. Bentuk penelitian yang digunakan adalah analisis 
diagnostik. Jenis data sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum primer 
dan sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat 
disimpulkan sebagai berikut :(1) Faktor-faktor yang menjadi perbedaan dalam 
pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan kasus 
malpraktik medik disebabkansebagai berikut : (a) Perbuatan Terdakwa bukan 
malpraktik tetapi suatu kealpaaan medik (resiko medik). (b) Perbuatan Terdakwa 
merupakan pelanggaran disiplin kedokteran sehingga seharusnya merupakan 
wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan ranah 
Pengadilan Pidana. (c) Organisasi Profesi POGI/IDI telah menjatuhkan sanksi 
berupa pengawasan kepada Terdakwa selama 6 Bulan. (d) Perbedaan penafsiran 
ketentuan Pasal 361 KUHP dengan standar profesi dan operasional prosedur 
dokter yang diatur dalam Pasal 50 UU Praktik Kedokteran. (2) Manfaat penerapan 
Doktrin Res Ipsa Loquitur sebagai berikut : (a) memudahkan sistem pembuktian 
pada kasus-kasus  yang sulit diakses oleh pihak korban, (b) tidak berbelit-belit dan 
tidak dapat disangkal lagi kebenarannya telah terjadi adanya unsur kesalahan 
(kelalaian) yang dilakukan oleh terdakwa. Rekomendasi yang disampaikan adalah 
mengingat Doktrin Res Ipsa Loquiturmemudahkan sistem pembuktian adanya 
kesalahan khususnya perkara-perkara yang tidak mudah diakses korban 
malpraktik medik maka seyogyanya doktrin ini dapat dipakai sebagai sistem 
pembuktian  dalam persidangan di pengadilan.  
 







PATRIA BAYU MURDI, S301502003, Application of the Doktrim Res Ipsa 
Loquitur. Medical Malpractice Cases in the Resolution. Thesis: Postgraduated 
Program Universitas Sebelas Maret of Surakarta 
 
The objective of this article is to analyze the application of Res Ipsa Loquitur 
doctrine in the settlement of medical malpractice cases. It used the doctrinal 
research method with diagnostic analysis based on the third law concept, namely: 
law is what is decided by judges in concreto and systematically as Judge Made 
Law. The data of the research were secondary ones. Their sources were primary 
and secondary law materials. The data of the research were analyzed by using the 
qualitative method of analysis. The results of the research are as follows: 1) The 
factors for different considerations to decide medical malpractice cases by judges 
include the following: (a) the act of the dependants is not a malpractice but a 
medical absence (medical risk);  (b) the act of the dependants is a medical 
discipline violation so that  it is the authority of the Honorary Council of 
Indonesian Medical Discipline  to decide the case, or it is not the domain of 
criminal court; (c) Professional Organization, namely: the Indonesian Society of 
Obstetrics and Gynecology (Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia/POGI)/ 
The Indonesian Doctors Association (Ikatan Dokter Indonesia/IDI) has imposed 
supervisory sanctions for six months on the defendants; and (d) there is a 
difference of interpretation between the provision of Article 361 of the Indonesian 
Criminal Law and the profession standards and the standard operating procedure 
of medical doctors as regulated in Article 50 of Medical Practice Law. 2)  The 
benefits of the application of the Res Ipsa Loquitur doctrine are as follows: (a) it 
facilitates the proofing system on the cases which are difficult to be accessed by 
the victims and (b) there is not any convoluted and undeniable truth that there has 
been negligence committed by the defendant. Thus, it is recommended that the for 
the negligence committed by defendants particularly on the cases which are not 
easily accessed by the victims of medical malpractices, the Res Ipsa Loquitur 
doctrine be applicable as a proofing system in the court proceedings. 
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